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Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BI SMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE,

bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor
23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah
Kabupaten Pidie wajib menJrusun RKPD yang merupakan
penjabaran dari RPJMD;

bahwa untuk mewujudkan sinergisitas antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat
pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai
sumber daya dalam pembangunan daerah yang disesuaikan
dengan perkembangan terbaru pada Tahun Anggaran 2Ol8;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2018;

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambah
Lembaran Negara Nomor lO92);

C.
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2- Undang-undang Nomor s0 Tahun 2oo2 tentang penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2olo pencabutan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4
Tahun 2oo9 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor
30 Tahun 2oo2 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun rggg tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2oo3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aaoo\

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor !O4, Tambahan
Lembaran Negara Nomor aa2\;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
726, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a438);

9. undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2006 tentang pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a633);

10. undang-Undang Nomor 17 Tahun 2oor tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2oos-2o2s
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oor Nomor 3
Tambahan l,embaran Negara Nomor aTOO);
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11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2oL2 tentang pengadaan
Tanah Bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2ol2 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5280);

12. undang-Undang Nomor 23 Tahun 2or4 Tentang pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2ol4 Nomor 244,Tambahan
Lembaran Negara Nomor s587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2ols
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2oL4 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor s8, Tambahan Lembaran Negara Nomor
567e1;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 1o9 Tahun 2ooo tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 2Lo, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aO28);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2a rahun 2o0s tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 200s Nomor 4g, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4so2l,
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 74 Tahun 2oL2 tentang perubahan Atas peraturan
Pemerintah No. 23 Tahun 200s rentang pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2008 Nomor lT r, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 53a0);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2oos tentang Dana
Perimbangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Tahun 2005 Nomor I4O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a578J;

17 - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2oos tentang
Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan Standar pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo1
Nomor 15o, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (LembaranT Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambaha
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a61fl;
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79. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2oor tentang Laporan
Penyelenggaraan pemerintahan Daerah kepada pemerintah,
Laporan Keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan pemerintah Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2oor Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a69}l;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2oor tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahal Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a73g);

21. Peraturan Pemerintah Nomor g rahun 20og tentang Tahapan,
Tata cara Pen5rusunan, pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2o0g Nomor 21, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor agfi);

22. Peraturan Pemerintah Nomor g0 Tahun 2oll tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 2orl Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 1g rahun 2ot6 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 201,6 Nomor tA);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2olr tentang
Pembinaan Dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o7z
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6Oa\;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaal Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah bebrapa kali terakhir dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2otl tentang perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O7l Nomor S1O);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor a2 Tahun 2orl
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2otl Nomor 45o)
Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2otg tentang
Perubahan Ketiga Atas peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2oll rentang pedoman
Pemberian Hibah Dan Bantuan sosial yang Bersumber Dari
Anggara, Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Nega
Republik Indonesia Tahun 2OIB Nomor a6S);



-5-

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor s2 Tahun 2ol7
tentang Pen]rusunan Rencana Keda pemerintah Daerah
Tahun 2ol8 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2o7T
Nomor 718);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2oLZ
tentang Pedoman Penjrusunan Anggaran pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2ol8 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 825);

29. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan
Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun 2oo8 Nomor o 1 Tambahan Lembaran
Daerah nomor 11);

30. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2oo8 tentang Tata cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas
Bumi Dan Penggunaan Dana otonomi Khusus Sebagaimana
telah diubah Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2oog rata cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan
Gas Bumi Dan Penggunaan Dana otonomi Khusus (Lembaran
Aceh Tahun 2Ol2 Nomor 2);

31. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2o1g tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Pidie Tahun Anggaran 2OlT-2022;

32. Peraturan Bupati Pidie Nomor zL Tahun 2ol7 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten pidie Tahun
Anggaran 2Ol8;

33. Peraturan Bupati Pidie Nomor 6 Tahun 2oL8 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten pidie
Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2018.

Pasal 1

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten pidie
Tahun Anggaran 2OL8, yang selanjutnya disebut p-RKpD
Kabupaten Pidie Tahun 2ol8 adalah perubahan dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2079 yang
dimulai pada triwulan II dan berakhir pada triwulan IV.
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P-RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2ol9 merupakan penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Kabupaten Pidie tahun 2ol7-2o22 dan mengacu pada Rencana
Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2018 dan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2OtB.

Uraian Perubahan Rencana Kerja pemerintah Daerah
Kabupaten Pidie Tahun 2ol9 sebagaimana tertuang da-lam
lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
peraturan ini.

Pasal 2

P-RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2or8 memuat rancangan
perubahan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
dan kewajiban daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban
daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah darah maupun
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

P-RKPD Kabupaten Pidie sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi:
a. Pedoman bagi Satuan Kerja perangkat Kabupaten (SKpK)

dalam menJrusun Rencana Kerja dan Anggara., perubahan
satuan Kerja Perangkat Kabupaten Tahun Anggaran 2olg;

b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten pidie dalam men)rusun
Rancangan Kebijakan umum perubahan Anggaran serta
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUpA
dan P-PPAS) Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2Olg;

c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten pidie dalam
men1rusun Rancangan Perubahan Anggaran pendapatan
dan Belanja Kabupaten (RPAPBK) Tahun 2018.

Pasal 3

Dalam rangka pen]rusunan RPAPBK Tahun 2018 pemerintah
Kabupaten Pidie menggunakan P-RKPD Kabupaten pidie Tahun
2ol8 sebagai bahan pembahasan Kebdakan Umum perubahan
Anggaran serta Perubahan Prioritas dan plafon Anggaran
Tahun 2018 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Pidie.

SKPK menggunakan P-RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2OIg
dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran
Perubahan satuan Kerja Perangkat Kabupaten Tahun 2o7g
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten pidie.

Pasal 4

(1) Dalam hal tedadi pergeseran asumsi yang melandasi
penJrusunan R-RKPD Kabupaten pidie Tahun 2OIg yang
diakibatkan oleh adanya kebijakan pemerintah, dapat
dilakukan penambahan dan atau pengurangan program dan
kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belu
tertampung dalam peraturan ini.

(3)

(1)

(2)

(1)

(21
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(2) Penambahan dan atau pengurangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilaksanakan ketika proses pembahasan
Kebijakan umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2olg
dilakukan, dengan tanpa melakukan perubahan pada
peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orEmg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 7l Agustus 2018 M

t 1 Zulhtlah l44O H

Diundangkan di
Pada tanggal Aprustus 2018 M

19 Zulhijah r44O H

: Sigli
:7t

KABUPATEN
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DAE
PID

SEKRETARIS RAH
IE,

)

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2018 NOMOR 86

PIDIE,

MULIYADI


